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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah menganalisis adaptasi yang dikembangkan sistem komunikasi 
Pemerintah dan peternak. Teori yang digunakan adalah teori sistem komunikasi dalam perspektif 
Niklas Luhmann. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Populasi penelitian di 
Kabupaten Purworejo yang menjadi sentra budidaya kambing Peranakan Ettawa (PE). Informan 
penelitian adalah Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan (DPPKP), Ketua 
Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), Kepala Bidang Peternakan DPPKP, Koordinator Balai 
Penyuluhan Kecamatan (BPK), Petugas Penyuluhan Lapang (PPL), Ketua Kelompok Tani, 
dan Peternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi Pemerintah dijalankan 
oleh struktur komunikasi yang ada di KJF dan BPK. Sistem komunikasi Pemerintah dalam 
menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE berevolusi menjadi sistem yang 
tidak adaptif. Sistem komunikasi peternak dikembangkan oleh struktur kelompok tani (poktan). 
Sistem komunikasi peternak dalam menghadapi kompleksitas lingkungan budidaya kambing PE 
berevolusi menjadi sistem adaptif.

Kata Kunci: Adaptasi, Sistem Komunikasi Pemerintah, Sistem Komunikasi Peternak, Budidaya 
Kambing PE

ADAPTATION OF GOVERNMENT AND FARMER COMMUNICATION SYSTEMS IN 
ETTAWA CROSSBREED GOAT FARMING IN PURWOREJO REGENCY 

ABSTRACT
The aim of this research was to analyze the adaptation process that was developed by government 
and farmer communication systems. The theory used was communication system by Niklas 
Luhman’s perspective. The research method used was ethnography. Population of this study 
was conducted in Purworejo regency as the center of Ettawa Crossbreed (EC) goat farming. 
Informants of the study are: Head of the Agricultural, Livestock, Marine and Fisheries Offices, 
Head of Functional Group, Head of Livestock Affairs, Coordinator of Center for Agricultural 
Extension, extension staff, head of farmer groups, and farmers. The result of the study showed 
that government communication system was developed by Functional Group (KJF) which is under 
the Agricultural, Livestock, Marine and Fisheries Offices (DPPKP) and Center for Agricultural 
Extension (BPK) located in the subdistrict. Government communication system in encountering 
the environmental complexity of EC goat farming evolved into a system that was not adaptive. On 
the other hand, farmer communication system was developed by farmer groups (poktan). Farmer 
communication system encountering environmental complexity of EC goat farming evolved into 
an adaptive system.
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PENDAHULUAN
Eksistensi kambing PE di Indonesia teru-
tama di daerah pedesaan Jawa Tengah, 
Jawa Timur, dan pesisir utara Jawa Barat 
telah berkembang dengan baik dan dapat 
diterima cukup luas di masyarakat. Hal ini 
mengingat kemampuan produksi kambing 
PE yang cukup tinggi sebagai penghasil 
daging dan susu (dual purpose). Pemeli-
haraan kambing PE sebagai ternak peng-
hasil daging dan susu memiliki potensi 
yang cukup tinggi, karena memiliki kemam-
puan adaptasi yang luas, yaitu dari daerah 
tropis hingga sub tropis sehingga mampu 
beradaptasi dengan baik terhadap iklim 
yang ada di Indonesia (Heriyadi, 2004).
 Salah satu sentra peternakan 
kambing PE di Provinsi Jawa Tengah yang 
cukup baik dan cukup terkenal, yaitu Unit 
Pembibitan Ternak kambing PE yang terle-
tak di Desa Kalilo, Kecamatan Kaligesing, 
Kabupaten Purworejo. Populasi kambing 
PE di UPT Kaligesing pada tahun 2004 
adalah sekitar 200 ekor, sedangkan pop-
ulasi kambing PE di Kecamatan Kaliges-
ing mencapai 40.313 ekor dan merupakan 
sentra pengembangan kambing PE den-
gan populasi terbesar di Indonesia (DP-
PKP Kabupaten Purworejo, 2012).
 Populasi kambing PE di Purworejo 
yang dibudidayakan peternak menunjuk-
kan jumlah yang terus meningkat. Jumlah 
kambing PE berjumlah 43.769 ekor pada 
tahun 2001. Kemudian meningkat menjadi 
45.811 ekor (2002), 50.579 ekor (2003), 
58.463 ekor (2004), 59.000 ekor (2005), 
60.808 ekor (2006), 65.983 ekor (2007), 
terus berkembang menjadi 67.165 ekor 
(2008), 68.894 ekor (2011), 75.666 (2012), 
dan bertambah menjadi 76.423 pada ta-
hun 2013 (Laporan DPPKP Kabupaten 
Purworejo, 2014).
 Sejarah panjang budidaya kamb-
ing PE ini tentu tidak bisa dipisahkan dari 
sistem komunikasi Pemerintah dalam pe-
nyuluhan dan sistem komunikasi peternak. 
Sistem komunikasi yang meliputi produksi 
informasi, umpan balik (feedback) dan 
reproduksi informasi. Sistem komunikasi 
yang dijalankan oleh Pemerintah maupun 
peternak memiliki mekanisme yang kurang 

lebih sama seperti ini.
 Sistem komunikasi Pemerintah dan 
peternak sama-sama menghadapi kom-
pleksitas berupa persoalan tuntutan dan 
tantangan lingkungan. Sistem komunikasi 
Pemerintah dan peternak tidak bisa me-
nyelesaikan seluruh kompleksitas lingkun-
gan yang ada di luar dirinya. Sistem komu-
nikasi memilih dan menyeleksi persoalan 
yang benar-benar menjadi kebutuhannya. 
Sistem komunikasi akan mengambil be-
berapa informasi dari lingkungan untuk 
digunakan menjawab tantangan dan tun-
tutan lingkungan. Masing-masing sistem 
memiliki mekanisme/strategi sendiri dalam 
menghadapi tekanan kompleksitas ling-
kungan budidaya kambing PE yang dina-
mis.
 Kompleksitas lingkungan inilah 
yang menuntut sistem komunikasi Pemer-
intah dan peternak untuk selalu beradap-
tasi dengannya. Latar belakang ini mem-
bawa pada rumusan masalah berikut, 
pertama, bagaimana proses adaptasi 
yang dikembangkan sistem komunikasi 
Pemerintah dalam menghadapi komplek-
sitas lingkungan budidaya kambing PE? 
Kedua, bagaimana proses adaptasi yang 
dikembangkan sistem komunikasi peter-
nak dalam menghadapi kompleksitas ling-
kungan budidaya kambing PE?
 Teori yang digunakan dalam penel-
itian ini adalah sistem komunikasi dalam 
perspektif Niklas Luhmann. Ia mendefin-
isikan komunikasi secara eksplisit sebagai 
kesatuan informasi, pesan dan pemaha-
man (Leydesdorff, 2000; Hagen, 2000; von 
Groddeck, 2011).  Sistem komunikasi ber-
sifat tertutup (Luhmann, 2002); sekaligus 
bersifat terbuka (Luhmann, 1992).
 Sistem komunikasi memiliki batas-
batas (King & Thornhill, 2006; Rasch & 
Knodt 1994), ia harus membatasi diri agar 
tidak lebih kompleks dari lingkungannya. 
Sistem komunikasi dituntut mereduksi 
kompleksitas lingkungan. Karena lingkun-
gan selalu lebih kompleks dari sistem itu 
sendiri (Luhmann, 1995; Stichweh, 2000). 
Sistem komunikasi adalah mekanisme sis-
tem untuk memproduksi elemen-elemen 
yang dibutuhkannya. Sistem yang meng-
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hadapi tantangan dan tuntutan dari ling-
kungan, akan mengambil informasi di luar 
dirinya untuk diproduksi sebagai strategi 
mengatasi persoalan (Ritzer, 2012; Little-
john & Foss, 2008).
 Sistem merupakan reduksi kom-
pleksitas dari lingkungannya. Sistem dan 
lingkungan berada dalam wilayah/hori-
zon dunia. Luhmann mengatakan, ka-
rena sistem berada dalam masyarakat, 
dan masyarakat adalah komunikasi (Lee, 
2000; Fuchs, 1999; Viskovatoff, 1999). 
Sistem akan membedakan diri dengan sis-
tem yang lain dan sekaligus membedakan 
diri dengan lingkungannya. Sistem komu-
nikasi ada dalam masyarakat (Hardiman, 
2008; Sitorus, 2008). Lingkungan sistem 
terdiri dari komunikasi (Littlejohn & Foss, 
2009).
 Penelitian tentang sistem pernah 
dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian 
tentang sistem dinamis rantai pasok indus-
trialisasi gula berkelanjutan di pulau Madu-
ra (Mahbubi, dkk., 2015). Penelitian sistem 
yang berkaitan dengan keragaan usaha 
tani dan pemasaran buah naga organik 
(Ningsih, dkk., 2015). Penelitian sistem 
yang berkaitan dengan revitalisasi sum-
ber daya manusia Polri dalam integrating 
criminal justice system (Wicaksono, 2012). 
Penelitian sistem yang berkaitan dengan 
sistem Pemilu (Syam, 2003). Penelitian 
sistem pendidikan untuk meningkatkan 
kualitas bangsa (Haryanah, 2004). Peneli-
tian tentang sistem ekonomi kerakyatan 
(Abbas dan Manan, 2005). Penelitian ten-
tang sistem teknologi komunikasi dalam 
pemerintahan dan penanganan bencana 
alam (Sosiawan, dkk., 2013).
 Penelitian tentang sistem perta-
hanan sosial daerah perbatasan di kota 
Batam (Asrinaldi dan Yoserizal, 2013). 
Penelitian sistem dan representasi politik 
identitas (Sosiawan dan Wibowo, 2015). 
Penelitian sistem bagi hasil maro dan soli-
daritas masyarakat (Wahyuningsih, 2011). 
Penelitian sistem budaya bahari komunitas 
nelayan di Nusa Tenggara Barat (Husain, 
2011).
 Penelitian tentang sistem komuni-
kasi pernah dilakukan sebelumnya. Mis-

alnya penelitian tentang sistem komunikasi 
yang berkaitan dengan bencana, khususn-
ya dalam keadaan tanggap darurat untuk 
mengurangi resiko bencana (Lestari, et 
al., 2013). Penelitian tentang aspek sis-
tem (koordinasi, informasi, dan kerjasama) 
dalam komunikasi bencana (Budi, 2012). 
Penelitian tentang partisipasi warga ter-
hadap sistem informasi desa (Sulistyowati 
dan Dibyorin, 2013).
 Penelitian tentang sistem komu-
nikasi yang berkaitan dengan organisa-
si (Desautel, 2008); sistem komunikasi 
dalam kesehatan (Han, 2008); sistem ko-
munikasi yang dimediasikan komputer/
CMC (Holton, 2009); sistem komunikasi 
dalam kaitan dengan modal sosial (Handa-
ka dkk., 2015); dan kompleksitas sistem 
komunikasi Pemerintah (Handaka dkk., 
2016).
 Tiap sistem komunikasi dijalankan 
oleh struktur komunikasi. Struktur senan-
tiasa beradaptasi untuk menyesuaikan diri 
dengan kompleksitas lingkungan. Kom-
pleksitas lingkungan mendorong struktur 
komunikasi untuk berubah seiring dengan 
arah kompleksitas tersebut. Sistem komu-
nikasi Pemerintah adalah proses produksi 
dan reproduksi informasi budidaya kamb-
ing PE. Proses produksi dan reproduksi 
ini dijalankan oleh struktur komunikasi 
Pemerintah. Sistem komunikasi peternak 
adalah produksi dan reproduksi informasi 
budidaya kambing PE. Proses produksi 
dan reproduksi ini dijalankan oleh struk-
tur komunikasi peternak. Struktur adalah 
kerangka organisasi, sedang sistem ada-
lah fungsi dari struktur atau kerangka or-
ganisasi. Sistem komunikasi adalah fungsi 
dari struktur komunikasi Pemerintah dan 
peternak.
 Penelitian tentang adaptasi struk-
tur komunikasi penting dilakukan untuk 
melihat struktur komunikasi dalam menye-
lesaikan kompleksitas lingkungan. Adap-
tasi struktur juga signifikan untuk menilai 
struktur beradaptasi atau merespon kom-
pleksitas lingkungan.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan ada-
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lah etnografi. Etnografi adalah penelitian 
lapang dengan deskripsi sangat terper-
inci dari sudut pandang “orang dalam” 
(Neuman, 2013; Denzin & Lincoln, 2009; 
Daymon & Holloway, 2005). Metode et-
nografi menempatkan pengalaman/peris-
tiwa dalam konteks yang lebih bermakna 
(Jones & Arminio, 2006; Vanderstoep & 
Johnston, 2009; Savin-Baden & Major, 
2010; O’Donoghue, 2007). Tahap peneli-
tian etnografi dimulai dari: mendefinisikan 
cakupan masalah, mengumpulkan data et-
nografi, menyalin data, menganalisis data, 
menyusun kesimpulan untuk implikasi ke-
bijakan atau praktis  (Neergard & Ulhoi, 
2007).
 Batasan penelitian ini adalah adap-
tasi yang dikembangkan sistem komuni-
kasi Pemerintah dan sistem komunikasi 
peternak dalam budidaya kambing PE di 
Kabupaten Purworejo. Teknik pengambi-
lan sampel adalah purposive, yaitu penila-
ian dan upaya cermat untuk memperoleh 
sampel representatif dengan cara meliputi 
wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok 
yang diduga sebagai anggota sampelnya 
(Kerlinger, 2006). Purposive sampling juga 
digunakan untuk mendapatkan ragam per-
spektif dan pemahaman yang kaya (Belk, 
2006). Informan adalah masyarakat yang 
peneliti dapat bicara dengan mudah, yang 
memahami informasi yang dibutuhkan pe-
neliti, dan dengan senang hati memberi in-
formasi atau mencarikannya untuk peneliti 
(Bernard, 2006).
 Informan penelitian adalah ketua 
KJF, anggota KJF, staf Bidang Kesehatan 
Ternak DPPKP, koordinator BPK, mantan 
ketua BPK, Petugas Penyuluh Lapang 
(PPL), ketua poktan, dan ketua asosiasi 
peternak. Koordinator BPK diambil di 11 
Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada 
di Purworejo. Ketua poktan juga diambil 
1 orang dari 11 Kecamatan. Sebelas Ke-
camatan ini merupakan sentra dan wilayah 
pendukung budidaya kambing PE. Inform-
an ini dipilih karena memiliki informasi yang 
kaya tentang sistem komunikasi Pemerin-
tah dan peternak. Jumlah informan dalam 
penelitian ini sebanyak 33 orang.
 Pengambilan data adalah kolabo-

rasi peneliti dan informan untuk mem-
produksi deskripsi konteks sekitar dunia 
sosial, peneliti tidak sekedar mendapat 
deskripsi dunia sosial yang diwawancarai, 
lebih dari itu peneliti secara aktif men-
gelola untuk memproduksi deskripsi den-
gan yang diwawancarai (Bloor & Wood, 
2006). Pengambilan data dilakukan den-
gan wawancara, Focus Group Discussion 
(FGD) dan observasi. Peneliti menyiapkan 
interview guide sebelum melakukan 
wawancara. Peneliti melakukan wawan-
cara dengan ketua dan anggota KJF serta 
Kepala dan staf Bidang Kesehatan Hewan 
di kantor DPPKP, wawancara dengan koor-
dinator BPK dan PPL di kantor BPK, dan 
wawancara dengan peternak di rumahnya. 
Hal ini dilakukan untuk memperoleh latar 
alamiah (naturalistic settings) dari masing-
masing informan.
 Dalam observasi langsung, penel-
iti mengamati sesuatu secara langsung, 
seperti melihat bagaimana tingkah laku 
masyarakat di tempat tertentu (Rugg & 
Petre, 2007; Crang & Cook, 2007). FGD 
dilakukan untuk mendapatkan informasi 
tentang sistem komunikasi dari perspektif 
yang lebih heterogen (Silverman, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Adaptasi Sistem Komunikasi Pemerin-
tah
Sistem komunikasi Pemerintah dalam 
menghadapi kompleksitas lingkungan bu-
didaya kambing PE, beradaptasi dengan 
mendirikan BPPKP pada tahun 2008 seir-
ing ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Penyuluhan Pertanian. BPP-
KP kemudian dibubarkan oleh Bupati pada 
bulan Oktober 2013 dan tugas pokok dan 
fungsi (tupoksi) penyuluhan dilimpahkan 
ke KJF yang berada di bawah DPPKP.
 Penyuluh BPPKP ditempatkan ke 
masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). PPL pertanian, peterna-
kan, kelautan dan perikanan ditempatkan 
ke DPPKP yang digabung dalam satu 
wadah KJF. PPL kehutanan dan perkebu-
nan ditempatkan ke Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan, yang juga digabung dalam 
satu wadah KJF. Sementara BPK yang se-
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mula berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
berubah menjadi lembaga fungsional dan 
bukan struktural, sehingga tidak memiliki 
cap lembaga seperti saat masih menjadi 
UPT. BPK tidak lagi dipimpin ketua UPT, 
tetapi dipimpin oleh koordinator. Koordina-
tor ini dipilih oleh anggota BPK, tidak ada 
hirarki dalam struktur BPK, antara ketua 
dan anggota memiliki kedudukan sama.
 Setelah BPPKP dibubarkan, koor-
dinasi penyuluhan juga berubah, awalnya 
dari Badan Koordinator Penyuluhan (Ba-
korluh) di Provinsi, kemudian turun ke 
Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) 
di Kabupaten, ke BPK dan terakhir ke Pos 
Penyuluhan Desa (Posluhdes). Kemudian 
berubah dari Bakorluh ke DPPKP, kemu-
dian ke KJF, terus ke BPK dan terakhir ke 
Posluhdes. Struktur komunikasi ini men-
jadi berputar karena Bappeluh/BPPKP su-
dah dibubarkan.
 Perubahan struktur penyuluhan 
ini tertuang dalam Keputusan Bupati Pur-
worejo No. 821.2/4026/2013, dimana tu-
gas pokok dan fungsi (tupoksi) penyulu-

han ada di struktur Kelompok Jabatan 
Fungsional (KJF). Ketua KJF membawahi 
penyuluhan pertanian, peternakan, kelau-
tan dan perikanan. KJF juga berkoordinasi 
dengan BPK meskipun dalam struktur or-
ganisasi DPPKP, kedua struktur tersebut 
tidak memiliki garis hirarki.
 Sistem komunikasi Pemerintah 
menghadapi kompleksitas lingkungan 
yang dinamis. Sistem komunikasi Pemer-
intah menyeleksi berbagai informasi dari 
kompleksitas lingkungannya. Informasi 
yang penting untuk sistem komunikas-
inya diproses untuk menjawab tekanan/
tantangan lingkungan. Informasi ini juga 
yang menggerakkan sistem beradap-
tasi dengan dinamika lingkungan. Sistem 
mendistribusikan pesan ke lingkungan dan 
mendapatkan feedback darinya. Sistem 
komunikasi Pemerintah dalam menyeleksi 
kompleksitas lingkungan, memroduksi dan 
mereproduksi informasi budidaya kambing 
PE dijelaskan dalam gambar 1:

Sumber: Handaka, 2016

Gambar 1
Sistem dan Struktur Komunikasi Pemerintah
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 Sistem komunikasi Pemerintah 
dijalankan oleh struktur KJF dan BPK. 
Menurut tupoksi-nya, KJF memroduksi 
dan mendistribusikan informasi budidaya 
kambing PE ke BPK. BPK meneruskan 
informasi tersebut ke peternak/poktan 
melalui PPL. PPL yang melakukan peny-
uluhan ke peternak akan mendapat umpan 
balik dari peternak. PPL BPK kemudian 
merekap persoalan/umpan balik peternak 
dan BPK meneruskannya ke KJF. Namun 
dalam kenyataannya, umpan balik peter-
nak yang disampaikan BPK ke KJF sering 
tidak direproduksi menjadi informasi peny-
uluhan selanjutnya. Bila KJF mereproduksi 
informasi penyuluhan kadang sudah tidak 
sesuai dengan persoalan riil yang dihadapi 
peternak.
 PPL BPK sering mencari informasi 
sendiri untuk menyelesaikan persoalan 
peternak. PPL mencari informasi melalui 
internet, buku, majalah, koran, atau dari 
PPL lain. BPK sering melakukan proses 
produksi dan reproduksi informasi untuk 
menyelesaikan persoalan peternak dalam 
budidaya kambing PE (ditunjukkan dalam 
garis putus-putus). BPK menilai KJF lam-
bat dalam memroduksi dan mereproduksi 
informasi dalam budidaya kambing PE. 
Padahal tuntutan dan tantangan budidaya 
kambing PE sangat kompleks.
 Kompleksitas lingkungan itu ada-
lah permintaan pasar yang tinggi terhadap 
induk (jantan dan betina) kambing PE, 
baik pasar lokal, nasional dan interna-
sional. Permintaan ini dibarengi dengan 
desakan ekonomi yang dihadapi peter-
nak untuk memenuhi kebutuhan hidup, 
terutama biaya sekolah anaknya. Banyak 
peternak menjual induk kambing PE kuali-
tas A ke pasar, lama-kelamaan cadangan/
stok induk kualitas A di Purworejo menjadi 
berkurang. Bahkan banyak kambing PE 
kualitas A dibeli pedagang Malaysia.
 Pemerintah dalam menghadapi 
persoalan ini, mulai menyeleksi informa-
si tentang latar belakang peternak yang 
menjual induk kualitas A ke pasar. Perso-
alan mendasar adalah kebutuhan peter-
nak untuk membiayai kebutuhan sekolah 
anak, memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari dan kebutuhan besar lainnya. Sistem 
komunikasi Pemerintah memroduksi infor-
masi ini dan membuat regulasi yang berisi 
larangan untuk menjual kambing PE kuali-
tas A ke pasar. Peternak boleh menjual 
kambingnya tapi hanya ke peternak lain 
yang berada di Purworejo.
 Regulasi ini ternyata tidak memberi 
dampak signifikan, masih banyak peternak 
yang tetap menjual kambingnya ke pasar. 
Peternak merasa bahwa regulasi itu tidak 
memiliki dasar dan melanggar hak peter-
nak untuk menjual kambingnya. Pemerin-
tah merasa kesulitan mengawasi lalu lintas 
penjualan kambing di pasar atau jual-beli 
langsung antara peternak dan pedagang. 
Pemerintah juga tidak bisa memberikan 
sanksi tegas bagi peternak yang menjual 
induk kambingnya.
 Pemerintah juga membuat regulasi 
pendirian Village Breeding Center (VBC) 
di beberapa Kecamatan untuk meningkat-
kan jumlah induk kambing PE kualitas A. 
Pemerintah benar-benar mengkhawatirkan 
jumlah induk kambing PE kualitas A yang 
makin berkurang di Purworejo. Bila selama 
ini daerah lain selalu membeli kambing PE 
di Purworejo. Bukan tidak mungkin, bila ca-
dangan induk kualitas A habis, maka giliran 
Purworejo yang akan membeli kambing 
PE ke daerah lain. Hal ini salah satunya 
ditandai dengan kontes kambing PE yang 
tidak lagi didominasi peternak Purworejo. 
Namun banyak peternak daerah lain yang 
mengikuti kontes kambing PE ini, seperti 
Malang, Trenggalek, Wonosobo, Kebu-
men, Banjarnegara, Tulungagung, Kediri, 
Blitar dan daerah lainnya. Juara umum 
juga sering diraih daerah luar Purworejo. 
Artinya, kambing PE kelas A tidak lagi han-
ya dimiliki peternak Purworejo, tapi sudah 
dimiliki daerah lain.
 Keadaan ini menjadi umpan balik 
bagi Pememerintah untuk mereproduksi 
informasi berikutnya. Pemerintah mendis-
tribusikan pesan tentang program insentif 
untuk peternak. Pemerintah akan membeli 
induk kambing PE kualitas A dari peternak. 
Regulasi ini juga masih sulit dilaksana-
kan, karena harga dari Pemerintah masih 
lebih rendah dari harga pasar. Kambing 
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PE kualitas A atau yang biasa mengikuti 
kontes, harganya mencapai ratusan juta 
rupiah. Pemerintah tentu tidak mampu 
untuk membeli kambing seperti ini. Peter-
nak akhirnya menjual induk kambing ini ke 
pedagang.
 Tantangan dan tuntutan lain dari 
lingkungan sistem komunikasi Pemerintah 
adalah diversifikasi budidaya kambing PE. 
Selama ini peternak hanya fokus untuk bu-
didaya induk dan anak kambing. Peternak 
belum memperhatikan produksi susu dan 
pengolahannya. Pemerintah memroduksi 
informasi terkait pengolahan susu kamb-
ing PE ke peternak. Pemerintah menjelas-
kan tentang keuntungan yang diperoleh 
peternak ketika memerah dan menjual 
susu kambing. Harga susu kambing PE 
mencapai Rp. 25.000,-/liter pada tahun 
2014-2015.
 Peternak lalu memerah susu kamb-
ing PE, tapi mereka kemudian merasa 
kesulitan untuk menjual produk tersebut. 
Karena peternak kesulitan untuk menjual 
susu, akhirnya peternak tidak lagi memer-
ah susu kambing PE. Peternak tetap men-
jual induk dan anak kambing. Peternak 
tidak tertarik memerah susu karena belum 
ada struktur pasar yang membeli produk 
tersebut. Sehingga peternak merasa lebih 
mudah menjual induk dan anak daripada 
susu kambing PE. Pemerintah perlu me-
nyediakan struktur pasar atau koperasi un-
tuk membeli susu kambing PE dari peter-
nak.
 Ketika Pemerintah masih berkutat 
dengan persoalan pemerahan susu kamb-
ing. Tantangan lingkungan sudah bergerak 
ke tahap produksi susu menjadi produk 
lain, misalnya susu bubuk, yoghurt, keju 
atau karamel. Bukan hanya itu, produk 
daging juga sudah mencapai tahap bu-
kan sekedar menjual induk atau anak, tapi 
produk lain dari daging. Produk lain itu 
misalnya bakso daging kambing, nugget, 
petis, kecap dan kerupuk rambak serta 
penyamakan kulit. Selain itu, juga pengo-
lahan kotoran kambing menjadi pupuk.
 Proses pengolahan produk kamb-
ing PE ini tentu membutuhkan teknologi. 
Kompleksitas lingkungan ini membutuhkan 

jawaban segera dari Pemerintah. Peternak 
sangat membutuhkan teknologi atau ban-
tuan dana untuk pengolahan kambing PE 
menjadi produk lain yang tidak kalah kom-
petitif dibanding produk berupa induk dan 
anak.
 Tantangan lain sistem komunikasi 
Pemerintah adalah kerja penyuluhan yang 
didasarkan pada proyek kedinasan. Pers-
pektif atau mindset DPPKP dan KJF yang 
masih bekerja sesuai dengan orientasi 
proyek adalah kompleksitas rutin. Sehing-
ga programa penyuluhan disesuaikan den-
gan logika proyek ini. Padahal penyulu-
han memiliki falsafah sendiri, sedangkan 
proyek juga punya tujuan sendiri. Bila pe-
nyuluhan dipahami dalam domain proyek, 
maka filosofi penyuluhan akan hilang. Ide-
alnya, proyek-lah yang seharusnya mengi-
kuti kebutuhan penyuluhan. Karena peny-
uluhan adalah untuk mendidik masyarakat 
agar memiliki pengetahuan dan ketrampi-
lan sehingga bisa mandiri. Proyek hanya 
mendasarkan diri pada indikator capaian/
target pekerjaan, seperti laporan kinerja 
(SPJ) saja.
 Program penyuluhan idealnya 
disusun dari kebutuhan peternak/poktan, 
informasi ini kemudian diteruskan PPL ke 
BPK, dari BPK ke KJF. KJF bersama Bi-
dang Peternakan di DPPKP memroduksi 
informasi untuk menjawab persoalan riil 
peternak. Tapi dalam kenyataannya tidak 
selalu seperti itu, justru malah sebaliknya. 
Logika proyek menyebabkan informasi su-
dah ditentukan dari DPPKP dan KJF ke-
mudian didistribusikan ke BPK dan diter-
uskan ke peternak.
 Alih-alih mengakomodasi kebutu-
han riil peternak, KJF tiba-tiba memroduksi 
informasi dan peternak diminta menyesuai-
kan dengan informasi tadi. Proses ini tidak 
benar-benar memperhatikan tantangan 
dan persoalan yang dihadapi peternak. 
Penyusunan programa penyuluhan yang 
dimulai dari atas ke bawah, tanpa mem-
perhatikan tantangan yang dihadapi pe-
ternak, hanya akan menambah persoalan 
peternak.
 DPPKP dan KJF memang ditun-
tut harus bekerja sesuai dengan program 
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kerja/proyek yang sudah ditetapkan. Pe-
nyuluhan budidaya kambing PE disesuai-
kan dengan apa yang ada dalam input dan 
output program/proyek, kadang kurang 
memperhatikan kebutuhan riil peternak 
dalam budidaya kambing PE. Informasi 
ini mestinya menjadikan DPPKP dan KJF 
memroduksi regulasi untuk menjembatani 
masalah logika proyek dan kebutuhan riil 
peternak.
 DPPKP dan KJF belum memroduk-
si informasi untuk proyek yang didasarkan 
pada kebutuhan/skala prioritas peternak. 
Produksi informasi seperti ini akan sangat 
optimal, karena peternak memang san-
gat membutuhkan bantuan dari Pemerin-
tah dalam budidaya kambing PE. DPPKP 
dan KJF perlu mendesakkan informasi ini 
dalam mereproduksi logika proyek dan ke-
butuhan riil peternak.
 Kompleksitas lain yang muncul 
dalam lingkungan sistem komunikasi 
Pemerintah adalah tuntutan PPL yang 
harus polivalen. Artinya PPL dituntut un-
tuk menguasai semua bidang penyulu-
han. PPL pertanian misalnya, sekaligus 

juga menguasai bidang peternakan, ke-
lautan dan perkebunan. Kompetensi PPL 
harus polivalen ini masih sulit diterapkan. 
Sebenarnya banyak PPL di KJF dan DP-
PKP yang memiliki latar pendidikan sesuai 
dengan bidang penyuluhannya. Namun 
karena PPL senior ini lebih disibukkan 
dengan urusan administrasi dan jarang 
berkecimpung di lapangan, maka keahlian 
PPL ini lama-kelamaan menurun dan tidak 
berkembang.

Adaptasi Sistem Komunikasi Peternak
Sistem komunikasi peternak dijalankan 
oleh struktur poktan. Poktan adalah struk-
tur komunikasi peternak yang menyeleksi 
kompleksitas lingkungan budidaya kamb-
ing PE. Kompleksitas lingkungan yang 
berupa tantangan dan tuntutan dalam 
budidaya kambing PE. Seluruh tuntutan 
dan tantangan lingkungan ini mendorong 
poktan untuk segera memberi jawaban. 
Sistem komunikasi peternak dalam me-
nyeleksi informasi dari kompleksitas ling-
kungan dijelaskan dalam gambar 2:

Sumber: Handaka, 2016

Gambar 1
Sistem dan Struktur Komunikasi Peternak
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 Seperti ditunjukkan gambar 2, sis-
tem komunikasi peternak berada di ten-
gah kompleksitas lingkungan budidaya 
kambing PE. Kompleksitas yang dihadapi 
poktan adalah populasi induk kualitas A 
yang semakin berkurang di kalangan pe-
ternak, diversifikasi budidaya kambing PE 
yang terus berkembang, pemasaran dan 
harga kambing yang fluktuatif, serta ban-
tuan kambing PE dari Pemerintah. Poktan 
menyeleksi informasi dari kompleksitas 
lingkungan, lalu memroduksi dan mendis-
tribusikan informasi budidaya kambing PE 
ke pengurus poktan, kemudian pengurus 
menyampaikannya ke anggota. Anggota 
memberikan umpan balik ke pengurus 
poktan, pengurus lalu menyampaikannya 
ke poktan. Poktan menggunakan umpan 
balik anggota untuk mereproduksi informa-
si selanjutnya. Kemudian pengurus poktan 
menyampaikan informasi tersebut ke ang-
gota, ada umpan balik anggota poktan ke 
pengurus, ada reproduksi, demikian seter-
usnya.
 Poktan dalam menghadapi persoa-
lan populasi induk kambing PE kualitas 
A yang semakin berkurang dengan men-
etapkan dua aturan untuk semua anggot-
anya. Aturan pertama adalah melarang 
anggota menjual induk sebelum melahir-
kan anak dan menyusuinya hingga cukup 
besar. Aturan kedua adalah mendorong 
anggota untuk membeli induk kambing PE 
ketika mendapat tabungan yang diberikan 
tiap tahun sekali.
 Poktan membuat kegiatan iuran 
untuk anggota, yaitu iuran wajib dan suka-
rela. Iuran wajib ditentukan jumlah, waktu 
setor, dan pengambilannya. Sedang iuran 
sukarela tidak ditentukan jumlah dan bisa 
diambil setiap saat. Tabungan peternak 
yang diterima tiap tahun berasal dari iuran 
wajib ini.
 Aturan yang diproduksi poktan 
efektif mengatasi populasi induk kambing 
PE yang semakin menurun. Induk kamb-
ing yang dijual tidak mengurangi populasi 
kambing PE yang dimiliki peternak karena 
sudah memiliki pengganti yaitu anaknya. 
Jumlah induk juga bertambah karena pe-
ternak membeli induk kambing PE tiap 

tahun dengan tabungan yang disimpan di 
poktan. Populasi kambing PE yang dimiliki 
peternak/anggota poktan cenderung ber-
tambah.
 Tuntutan dan tantangan lingkun-
gan budidaya kambing PE berikutnya yang 
dihadapi sistem komunikasi poktan adalah 
diversifikasi usaha. Budidaya kambing PE 
memiliki dua tujuan, yaitu produksi susu 
dan daging. Poktan dalam menghadapi 
persoalan ini belajar dari Perguruan Ting-
gi/Universitas, buku, studi banding, dan 
mempraktikkannya secara mandiri. Pok-
tan telah berhasil mengolah susu menjadi 
susu bubuk, karamel, yoghurt, dan keru-
puk. Poktan juga telah membuat kotoran 
kambing PE menjadi pupuk. Poktan mem-
bina kerjasama dengan pedagang/perusa-
haan dan poktan di daerah lain yang akan 
membeli produk-produk tersebut.
 Selain itu, peternak juga mengem-
bangkan kambing PE yang digunakan 
untuk kontes. Peternak kambing PE un-
tuk kontes biasanya adalah para peter-
nak dengan modal besar. Teknik budi-
daya kambing PE jenis ini sangat berbeda 
dengan kambing PE yang bukan kontes. 
Peternak mendapatkan teknik budidaya 
kambing PE kontes biasanya bukan dari 
PPL tapi dari internet, majalah, buku atau 
dari sesama peternak. Peternak mengem-
bangkan teknik budidaya kambing PE ke-
las kontes secara mandiri. Para peternak 
juga bertukar informasi teknik budidaya 
kambing PE pada saat diadakan kontes.
 Sistem komunikasi poktan dalam 
menghadapi persoalan pemasaran dan 
harga kambing yang fluktuatif dengan 
mengadakan kontes kambing PE. Kontes 
kambing PE terdiri dari beberapa kriteria 
penilaian. Kriteria penilaian kambing PE 
jantan meliputi kelas A, B, C, dan D. Krite-
ria penilaian kambing PE betina juga terdiri 
dari kelas A, B, C, dan D. Selain kedua kri-
teria penilaian jantan dan betina juga ada 
kambing PE perah.
 Kontes kambing PE diadakan se-
cara rutin oleh Asosiasi Peternak Kambing 
Peranakan Ettawa Nasional (ASPENAS). 
Kontes merupakan strategi untuk me-
masarkan atau mempromosikan kambing 
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PE dari berbagai kelas. Kambing PE yang 
memenangkan kriteria lomba di masing-
masing kelas akan naik harganya. Peter-
nak selalu mendapat tawaran pembelian 
dengan harga tinggi dari berbagai pihak 
ketika kambing PE miliknya menjuarai 
kontes. Kontes menjadi sarana poktan 
dan peternak untuk mengatasi persoalan 
pemasaran dan harga kambing PE yang 
fluktuatif.
 Kontes yang awalnya diinisiasi 
ASPENAS ini, dalam perkembangan 
berikutnya mendapat bantuan dana dari 
Pemerintah hingga sekarang. Kontes 
yang diadakan ASPENAS dan DPPKP 
ini biasanya ditangani oleh Event Organ-
izer (EO), DPPKP hanya menyediakan 
pendanaan. Seperti kontes kambing PE 
“Tarung Pasung” yang diadakan di Sum-
ber Adventure Center (SAC) di Kecamatan 
Butuh, Kabupaten Purworejo pada tang-
gal 17 Mei 2015. Kontes nasional kamb-
ing PE memang diselenggarakan secara 
bergiliran di berbagai daerah, tidak terus-
menerus diadakan di Purworejo.
 Selain kontes, poktan dalam meng-
hadapi persoalan pemasaran dan fluktua-
si harga juga mendirikan koperasi yang 
berbadan hukum. Anggota poktan bisa 
menabung dan meminjam dana koperasi 
untuk budidaya kambing PE atau memen-
uhi kebutuhan hidup sehari-hari. Koperasi 
berperan dalam membantu peternak agar 
terhindar dari pinjaman berbunga/rentenir. 
Strategi iuran wajib dan sukarela yang 
diselenggarakan koperasi ini setidaknya 
mengurangi ketergantungan peternak dari 
Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan peter-
nak oleh koperasi juga turut mengurangi 
penjualan induk kambing PE kualitas A ke 
luar daerah.
 Peternak biasanya membutuhkan 
biaya besar ketika masa masuk sekolah. 
Peternak membutuhkan banyak dana un-
tuk membiayai sekolah anak-anaknya. 
Baik untuk kenaikan kelas atau masuk se-
kolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kebutu-
han akan biaya sekolah datang pada saat 
bersamaan. Sehingga peternak membu-
tuhkan biaya sekolah anak secara bersa-
maan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, 

peternak akan menjual kambing PE kuali-
tas A ke pihak lain. Peternak yang menjual 
kambing PE secara bersamaan akan men-
gakibatkan harga turun.
 Persoalan berikutnya yang dihada-
pi poktan adalah bantuan kambing PE dari 
Pemerintah. Salah satu syarat yang harus 
dipenuhi poktan agar bisa mendapat ban-
tuan kambing PE dari Pemerintah adalah 
berbadan hukum. Poktan menjawab perso-
alan ini dengan mengadakan urunan bagi 
semua anggota atau mengambil uang kas 
untuk mengurus status badan hukumnya 
ke Notaris. Banyak poktan yang sekarang 
sudah memiliki akta atau berbadan hukum 
dari Notaris. Badan hukum poktan menjadi 
syarat untuk mendapat bantuan kambing 
PE baik dari Pemkab, Provinsi maupun 
Pemerintah Pusat.

SIMPULAN
Sistem komunikasi Pemerintah dalam 
menghadapi masalah permintaan pasar 
yang tinggi terhadap induk kambing PE 
memroduksi regulasi yang melarang peter-
nak menjual kambing PE kualitas bagus. 
Regulasi ini ternyata tidak relevan dalam 
menyelesaikan persoalan. Sistem komuni-
kasi Pemerintah dalam menghadapi per-
soalan diversifikasi budidaya kambing PE 
menginisiasi pemerahan susu kambing. 
Namun sistem komunikasi Pemerintah ti-
dak menyiapkan pasar, sehingga inisiasi ini 
tidak berhasil. Sistem komunikasi Pemer-
intah belum memroduksi informasi untuk 
menyelesaikan persoalan proyek kedina-
san yang disesuaikan dengan kebutuhan 
peternak. Semua produksi dan reproduksi 
informasi yang dibuat sistem komunikasi 
Pemerintah adalah adaptasi sistem, na-
mun bukan evolusi menuju sistem adap-
tif (adaptive system). Sistem komunikasi 
Pemerintah sebaiknya lebih menekankan 
pada produksi dan reproduksi informasi 
budidaya kambing PE yang relevan den-
gan masalah riil peternak. Adaptasi yang 
dilakukan sistem komunikasi Pemerin-
tah masih sering ditentukan oleh logika 
proyek. Sistem komunikasi Pemerintah 
harus mulai mencoba mengetahui kebu-
tuhan dan persoalan peternak dan men-
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sinergikan dengan logika proyek. Bila hal 
ini bisa terwujud, maka sistem komunikasi 
Pemerintah tetap bisa menjalankan ren-
cana kerjanya sekaligus menjawab perso-
alan riil peternak. Sistem komunikasi pok-
tan lebih cepat beradaptasi menghadapi 
kompleksitas lingkungan budidaya kamb-
ing PE. Poktan menginisiasi iuran wajib 
dan sukarela untuk menjawab persoalan 
populasi induk kambing PE kualitas A yang 
semakin turun. Poktan juga melakukan di-
versifikasi dengan mengolah susu menjadi 
produk lain. Poktan ketika menghadapi 
persoalan pemasaran dan fluktuasi harga 
kambing PE dengan mengadakan kontes 
dan mendirikan koperasi. Poktan beradap-
tasi dengan menjadikan dirinya berbadan 
hukum untuk menjawab kompleksitas ling-
kungan budidaya kambing PE. Sistem ko-
munikasi poktan berevolusi menjadi sistem 
adaptif.
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